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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1   Kesimpulan  

1. Dari hasil penelitian yang telah saya lakukan saya mengambil 

kesimpulan bahwa lemahnya koordinasi antara OPD terkait serta 

ketidakseriusan dari OPD terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi 

dari BPK RI yang masih menjadi permasalahan terjadinya temuan 

berulang pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017 – 2019. 

2. Upaya – upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kupang dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK RI adalah OPD terkait 

memperjelas SOP, dan memperbaiki kinerja dari team yang betugas 

dalam hal menangani tindaklanjut rekomendasi dari BPK RI. 

6.2   Saran  

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang perlu meningkatkan komitmen 

dalam bentuk pemberian sangsi yang lebih tegas sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku bagi OPD yang masih lambat dalam 

menangani penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. 

2. OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang perlu mendorong 

terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel melalui 

percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. 

3. OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang perlu menetapkan 

prosedur formal dalam bentuk SOP sebagai pedoman melaksanakan 

tugas dan   tanggungjawab  serta   melaksanakan sebaik – baiknya sesuai  
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dengan pedoman yang telah ditetapkan. 

4. Pimpinan setiap OPD selaku pemimpin dalam sebuah Organisasi 

Perangkat Daerah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap 

pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan agar temuan tidak berulang. 
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